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Abstrak 

Transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan publik, khususnya pelayanan administrasi kependudukan. Pemerintah Desa Cengkuang, Kecamatan 

Palimanan, Kabupaten Cirebon mengembangkan aplikasi LARISA (Layanan Mandiri Masyarakat Desa) sebagai inovasi 

pelayanan berbasis digital untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh layanan administrasi secara cepat, 

mudah, dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi aplikasi LARISA dalam pelayanan 

administrasi kependudukan di Desa Cengkuang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. 

Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif 

Miles, Huberman, dan Saldaña. Analisis implementasi kebijakan mengacu pada teori George C. Edward III yang meliputi 

aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, sedangkan kepuasan masyarakat dianalisis 

menggunakan Expectancy Disconfirmation Theory. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi aplikasi LARISA 

telah berjalan dengan baik dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan.  

Keberhasilan implementasi didukung oleh komunikasi yang efektif, ketersediaan sumber daya yang memadai, 

komitmen aparatur desa, serta struktur birokrasi yang jelas. Aplikasi LARISA memberikan kemudahan bagi masyarakat 

dalam mengakses layanan sehingga pelayanan menjadi lebih cepat, efektif, efisien, dan transparan dibandingkan sistem 

manual. Meskipun demikian, implementasi masih menghadapi kendala berupa keterbatasan literasi digital sebagian 

masyarakat dan kualitas jaringan internet yang belum stabil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa aplikasi LARISA 

merupakan inovasi pelayanan publik yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan 

kepuasan masyarakat, namun masih memerlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sosialisasi, dan dukungan 

infrastruktur teknologi informasi agar implementasinya semakin optimal. 

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, LARISA, Pelayanan Administrasi Kependudukan, Pelayanan Publik Digital, 

Kepuasan Masyarakat. 

 

Abstract 

Digital transformation in village governance has become an important strategy for improving the quality of public 

services, particularly population administration services. The Government of Cengkuang Village, Palimanan District, 

Cirebon Regency developed the LARISA (Village Community Self-Service) application as a digital public service 

innovation to facilitate faster, easier, and more efficient administrative services for the community. This study aims to 

analyze the implementation of the LARISA application in population administration services in Cengkuang Village. A 

descriptive qualitative approach was employed, with data collected through observations, interviews, and documentation. 

The data were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña. Policy implementation was 

examined using George C. Edward III's framework, consisting of communication, resources, disposition, and bureaucratic 

structure, while community satisfaction was analyzed using the Expectancy Disconfirmation Theory. The findings 

indicate that the implementation of the LARISA application has been successfully carried out and has contributed 

positively to improving the quality of population administration services. The successful implementation is supported by 

effective communication, adequate resources, committed village officials, and a well-defined bureaucratic structure. 

 The application has enabled public services to become faster, more effective, more efficient, and more transparent 

than the previous manual system. However, several challenges remain, including limited digital literacy among some 

community members and unstable internet connectivity. The study concludes that the LARISA application has become 

an effective public service innovation that improves both the quality of population administration services and community 

satisfaction. Nevertheless, strengthening human resource capacity, expanding public outreach, and improving information 

technology infrastructure are necessary to ensure the sustainability and optimization of digital public services. 

Keywords: Policy Implementation; LARISA Application, Population Administration Services, Digital Public Services; 

Community Satisfaction. 
 

PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi telah mendorong terjadinya 

transformasi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan, termasuk pada pelayanan 

publik di tingkat desa. Pemanfaatan teknologi 
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digital menjadi salah satu strategi pemerintah 

dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, 

transparansi, dan akuntabilitas pelayanan 

kepada masyarakat. Digitalisasi pelayanan 

publik merupakan bagian dari upaya reformasi 

birokrasi yang bertujuan mewujudkan tata 

kelola pemerintahan yang baik (good 

governance) melalui pelayanan yang cepat, 

mudah, dan berorientasi pada kebutuhan 

masyarakat (Nugroho, 2018; Winarno, 2016). 

Pelayanan administrasi kependudukan 

merupakan salah satu bentuk pelayanan dasar 

yang secara langsung berkaitan dengan 

pemenuhan hak-hak administratif masyarakat. 

Kualitas pelayanan administrasi 

kependudukan menjadi indikator penting 

dalam menilai kinerja pemerintah karena 

berkaitan dengan penerbitan berbagai 

dokumen administrasi, seperti surat pengantar 

Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga 

(KK), surat keterangan domisili, surat 

keterangan usaha, surat keterangan kelahiran, 

dan surat keterangan kematian. Oleh karena 

itu, penyelenggaraan pelayanan administrasi 

kependudukan dituntut mampu memberikan 

pelayanan yang cepat, tepat, mudah, 

transparan, dan akuntabel sehingga dapat 

meningkatkan kepuasan masyarakat 

(Sinambela, 2019; Mulyadi, 2015). 

Sebagai bagian dari upaya peningkatan 

kualitas pelayanan publik, Pemerintah Desa 

Cengkuang, Kecamatan Palimanan, 

Kabupaten Cirebon mengembangkan Aplikasi 

LARISA (Layanan Mandiri Masyarakat Desa) 

sebagai inovasi pelayanan administrasi 

kependudukan berbasis digital. Melalui 

aplikasi tersebut masyarakat dapat 

mengajukan berbagai kebutuhan administrasi 

secara daring tanpa harus selalu datang ke 

kantor desa. Kehadiran aplikasi LARISA 

diharapkan mampu mempercepat proses 

pelayanan, mempermudah akses masyarakat 

terhadap pelayanan administrasi, mengurangi 

antrean pelayanan, serta meningkatkan 

efektivitas kerja aparatur desa. 

Meskipun demikian, implementasi inovasi 

pelayanan berbasis digital tidak selalu berjalan 

sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

Berdasarkan hasil observasi awal, masih 

ditemukan beberapa kendala dalam penerapan 

aplikasi LARISA, antara lain belum meratanya 

kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan 

teknologi informasi, khususnya pada 

kelompok usia lanjut, serta kualitas jaringan 

internet yang belum stabil pada waktu-waktu 

tertentu. Selain itu, sebagian masyarakat masih 

memilih pelayanan secara langsung karena 

belum sepenuhnya memahami prosedur 

penggunaan aplikasi. Kondisi tersebut 

menunjukkan bahwa keberhasilan 

implementasi inovasi pelayanan publik tidak 

hanya dipengaruhi oleh tersedianya teknologi, 

tetapi juga oleh kesiapan sumber daya 

manusia, komunikasi kebijakan, serta 

dukungan organisasi pelaksana. 

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan 

dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling 

berkaitan. Edward III (1980) menjelaskan 

bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi 

oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi 

(communication), sumber daya (resources), 

disposisi (disposition), dan struktur birokrasi 

(bureaucratic structure). Komunikasi berperan 

dalam memastikan informasi mengenai 

kebijakan dapat dipahami oleh pelaksana 

maupun kelompok sasaran. Sumber daya 

meliputi ketersediaan sumber daya manusia, 

anggaran, informasi, dan sarana pendukung 

yang memadai. Disposisi berkaitan dengan 

komitmen dan sikap aparatur dalam 

melaksanakan kebijakan, sedangkan struktur 

birokrasi berhubungan dengan pembagian 

tugas, koordinasi, serta prosedur pelaksanaan 

kebijakan (Edward III, 1980; Tachjan, 2018). 

Keempat dimensi tersebut menjadi dasar 

analisis dalam menilai implementasi aplikasi 

LARISA di Desa Cengkuang. 
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Selain implementasi kebijakan, penelitian ini 

juga mengkaji kepuasan masyarakat sebagai 

indikator keberhasilan pelayanan administrasi 

kependudukan. Pelayanan publik yang 

berkualitas tidak hanya diukur dari 

terlaksananya suatu kebijakan, tetapi juga dari 

kemampuan pelayanan tersebut dalam 

memenuhi harapan masyarakat sebagai 

pengguna layanan. Semakin baik kualitas 

pelayanan yang diterima masyarakat, semakin 

tinggi tingkat kepuasan yang dirasakan 

sehingga tujuan penyelenggaraan pelayanan 

publik dapat tercapai secara optimal 

(Sinambela, 2019). 

Penelitian mengenai implementasi pelayanan 

publik berbasis digital telah dilakukan oleh 

beberapa peneliti sebelumnya. Aini dan 

Haryanto (2021) menyatakan bahwa 

keberhasilan implementasi kebijakan 

pelayanan publik dipengaruhi oleh efektivitas 

komunikasi organisasi dan kesiapan sumber 

daya manusia. Sari (2021) menemukan bahwa 

inovasi pelayanan berbasis digital mampu 

meningkatkan efektivitas pelayanan apabila 

didukung oleh kompetensi aparatur dan 

koordinasi organisasi yang baik. Selanjutnya, 

Fadilah (2022) menjelaskan bahwa kualitas 

pelayanan publik akan meningkat apabila 

implementasi kebijakan mampu menjawab 

kebutuhan masyarakat secara efektif. Hasil 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

implementasi pelayanan berbasis digital 

memerlukan dukungan organisasi dan sumber 

daya yang memadai agar tujuan pelayanan 

dapat tercapai. 

Meskipun telah banyak penelitian mengenai 

implementasi pelayanan publik berbasis 

digital, sebagian besar penelitian masih 

berfokus pada implementasi e-government di 

tingkat pemerintah daerah atau instansi 

pemerintah secara umum. Penelitian yang 

secara khusus mengkaji implementasi aplikasi 

pelayanan administrasi kependudukan 

berbasis digital pada tingkat pemerintahan 

desa dengan menggunakan model 

implementasi kebijakan George C. Edward III 

masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian 

yang menghubungkan implementasi aplikasi 

pelayanan digital dengan kepuasan masyarakat 

sebagai pengguna layanan juga belum banyak 

dilakukan. Kondisi tersebut menunjukkan 

adanya research gap yang menjadi dasar 

dilaksanakannya penelitian ini. 

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada 

analisis implementasi aplikasi LARISA 

(Layanan Mandiri Masyarakat Desa) sebagai 

inovasi pelayanan administrasi kependudukan 

di tingkat pemerintahan desa dengan 

menggunakan model implementasi kebijakan 

George C. Edward III yang mencakup dimensi 

komunikasi, sumber daya, disposisi, dan 

struktur birokrasi. Penelitian ini tidak hanya 

menjelaskan bagaimana implementasi 

kebijakan dilaksanakan, tetapi juga 

mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor 

penghambat implementasi serta dampaknya 

terhadap kualitas pelayanan administrasi 

kependudukan yang diterima masyarakat. 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis implementasi 

aplikasi LARISA (Layanan Mandiri 

Masyarakat Desa) dalam pelayanan 

administrasi kependudukan di Desa 

Cengkuang, Kecamatan Palimanan, 

Kabupaten Cirebon berdasarkan dimensi 

komunikasi, sumber daya, disposisi, dan 

struktur birokrasi menurut George C. Edward 

III serta mendeskripsikan dampaknya terhadap 

kualitas pelayanan administrasi kependudukan 

yang diterima masyarakat. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan metode deskriptif untuk 

memperoleh pemahaman secara mendalam 

mengenai implementasi aplikasi LARISA 

(Layanan Mandiri Masyarakat Desa) dalam 

pelayanan administrasi kependudukan di Desa 
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Cengkuang, Kecamatan Palimanan, 

Kabupaten Cirebon. Pendekatan kualitatif 

dipilih karena penelitian berfokus pada 

pengungkapan fenomena yang terjadi secara 

alamiah melalui interpretasi terhadap 

pengalaman, persepsi, dan perilaku para 

informan terkait implementasi kebijakan. 

Menurut Sugiyono (2022), penelitian kualitatif 

digunakan untuk memahami fenomena sosial 

secara holistik dengan peneliti sebagai 

instrumen utama dalam proses pengumpulan 

dan analisis data. 

Penelitian dilaksanakan di Kantor Desa 

Cengkuang, Kecamatan Palimanan, 

Kabupaten Cirebon, yang dipilih secara 

purposif karena telah menerapkan inovasi 

pelayanan administrasi kependudukan 

berbasis digital melalui aplikasi LARISA. 

Fokus penelitian diarahkan pada implementasi 

aplikasi tersebut dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan administrasi kependudukan kepada 

masyarakat. 

Informan penelitian ditentukan menggunakan 

teknik purposive sampling, yaitu memilih 

informan berdasarkan pertimbangan bahwa 

mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, 

dan keterlibatan secara langsung dalam 

pelaksanaan aplikasi LARISA. Informan 

terdiri atas unsur pemerintah desa yang terlibat 

dalam penyelenggaraan pelayanan 

administrasi kependudukan serta masyarakat 

yang telah menggunakan aplikasi LARISA 

sehingga mampu memberikan informasi sesuai 

dengan fokus penelitian (Moleong, 2018). 

Pengumpulan data dilakukan melalui 

observasi, wawancara mendalam, dan 

dokumentasi. Observasi digunakan untuk 

memperoleh gambaran mengenai proses 

pelayanan administrasi kependudukan 

berbasis aplikasi LARISA. Wawancara 

mendalam dilakukan kepada para informan 

untuk memperoleh informasi mengenai 

pelaksanaan kebijakan, faktor pendukung, 

faktor penghambat, serta manfaat aplikasi 

dalam pelayanan publik. Dokumentasi 

dilakukan dengan mengumpulkan dokumen 

yang berkaitan dengan penelitian, seperti 

Standar Operasional Prosedur (SOP), data 

pelayanan administrasi kependudukan, arsip 

kegiatan sosialisasi, dan dokumen pendukung 

lainnya. 

Analisis data menggunakan model interaktif 

Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi 

kondensasi data (data condensation), 

penyajian data (data display), serta penarikan 

dan verifikasi kesimpulan (conclusion drawing 

and verification). Analisis dilakukan secara 

berkelanjutan sejak proses pengumpulan data 

hingga penelitian selesai sehingga diperoleh 

pemahaman yang komprehensif mengenai 

implementasi aplikasi LARISA. 

Keabsahan data diuji melalui triangulasi 

sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi 

waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan 

membandingkan informasi dari berbagai 

informan, triangulasi teknik dilakukan melalui 

perbandingan hasil observasi, wawancara, dan 

dokumentasi, sedangkan triangulasi waktu 

dilakukan dengan pengumpulan data pada 

waktu yang berbeda untuk memperoleh data 

yang lebih konsisten (Sugiyono, 2022). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

implementasi aplikasi LARISA (Layanan 

Mandiri Masyarakat Desa) dalam pelayanan 

administrasi kependudukan di Desa 

Cengkuang, Kecamatan Palimanan, 

Kabupaten Cirebon. Analisis dilakukan 

menggunakan teori implementasi kebijakan 

George C. Edward III (1980) yang meliputi 

empat dimensi, yaitu komunikasi, sumber 

daya, disposisi, dan struktur birokrasi. 

Keempat dimensi tersebut digunakan untuk 

menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi 

keberhasilan implementasi aplikasi LARISA 

dalam meningkatkan kualitas pelayanan 

administrasi kependudukan. 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

implementasi aplikasi LARISA telah 

memberikan perubahan positif terhadap proses 

pelayanan administrasi kependudukan. 

Digitalisasi pelayanan mampu mempercepat 

proses administrasi, mempermudah 

masyarakat dalam mengakses layanan, serta 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja 

aparatur desa. Namun demikian, implementasi 

aplikasi masih menghadapi beberapa kendala, 

terutama berkaitan dengan kemampuan 

masyarakat dalam memanfaatkan teknologi 

digital serta keterbatasan jaringan internet 

pada waktu tertentu. Oleh karena itu, 

pembahasan difokuskan pada empat dimensi 

implementasi kebijakan menurut Edward III 

(1980) yang meliputi komunikasi, sumber 

daya, disposisi, dan struktur birokrasi. 

3.1 Implementasi Aplikasi LARISA Ditinjau 

dari Aspek Komunikasi 

Komunikasi merupakan faktor penting dalam 

keberhasilan implementasi kebijakan. 

Menurut Edward III (1980), komunikasi yang 

efektif ditentukan oleh kejelasan, konsistensi, 

dan penyampaian informasi yang tepat kepada 

pelaksana maupun kelompok sasaran sehingga 

tujuan kebijakan dapat dipahami dan 

dilaksanakan dengan baik. 

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Desa 

Cengkuang telah melakukan sosialisasi 

aplikasi LARISA (Layanan Mandiri 

Masyarakat Desa) melalui pertemuan warga, 

media sosial desa, penyampaian informasi oleh 

perangkat desa, serta pendampingan langsung 

kepada masyarakat. Upaya tersebut bertujuan 

agar masyarakat memahami prosedur 

penggunaan aplikasi dan dapat memanfaatkan 

pelayanan administrasi kependudukan secara 

optimal. 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa 

sebagian besar masyarakat telah mengetahui 

keberadaan aplikasi LARISA dan merasakan 

manfaatnya karena pelayanan menjadi lebih 

cepat, mudah, dan efisien dibandingkan sistem 

manual. Aparatur desa juga memahami tugas 

dan tanggung jawabnya sehingga koordinasi 

pelayanan berbasis digital dapat berjalan 

dengan baik. Namun demikian, penelitian 

menemukan bahwa sebagian masyarakat, 

khususnya kelompok usia lanjut, masih 

mengalami kesulitan menggunakan aplikasi 

akibat keterbatasan literasi digital. Untuk 

mengatasi hal tersebut, pemerintah desa tetap 

memberikan pelayanan secara langsung 

disertai pendampingan bagi masyarakat yang 

membutuhkan. 

Berdasarkan teori Edward III (1980), 

implementasi aplikasi LARISA telah 

memenuhi indikator komunikasi, yaitu 

transmisi, kejelasan, dan konsistensi 

informasi. Informasi mengenai kebijakan telah 

disampaikan melalui berbagai media, prosedur 

pelayanan dipahami oleh aparatur dan 

masyarakat, serta koordinasi antarperangkat 

desa berjalan dengan baik. Meskipun masih 

terdapat kendala pada tingkat pemahaman 

sebagian masyarakat, hambatan tersebut tidak 

mengurangi efektivitas implementasi karena 

pemerintah desa tetap menyediakan pelayanan 

secara langsung. 

Temuan ini sejalan dengan penelitian Aini dan 

Haryanto (2021) yang menyatakan bahwa 

komunikasi yang efektif merupakan faktor 

penting dalam keberhasilan implementasi 

pelayanan publik berbasis digital. Dengan 

demikian, aspek komunikasi telah mendukung 

implementasi aplikasi LARISA dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan administrasi 

kependudukan. Namun, peningkatan 

sosialisasi dan edukasi mengenai penggunaan 

layanan digital masih diperlukan agar seluruh 

lapisan masyarakat dapat memanfaatkan 

aplikasi secara optimal. Keberhasilan 

komunikasi tersebut selanjutnya perlu 

didukung oleh ketersediaan sumber daya yang 

memadai, sehingga pembahasan berikutnya 

difokuskan pada aspek sumber daya sebagai 
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faktor pendukung implementasi aplikasi 

LARISA. 

3.2 Implementasi Aplikasi LARISA Ditinjau 

dari Aspek Sumber Daya 

Sumber daya merupakan faktor penting dalam 

keberhasilan implementasi kebijakan. 

Menurut Edward III (1980), implementasi 

akan berjalan efektif apabila didukung oleh 

sumber daya manusia yang kompeten, sarana 

dan prasarana yang memadai, serta 

kewenangan dan informasi yang jelas. 

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi 

aplikasi LARISA di Desa Cengkuang 

didukung oleh aparatur desa yang mampu 

mengoperasikan aplikasi serta didukung 

fasilitas seperti komputer dan jaringan internet. 

Keberadaan aplikasi ini mempermudah proses 

pelayanan administrasi kependudukan karena 

pengajuan dokumen dapat dilakukan secara 

daring, sehingga pelayanan menjadi lebih 

cepat, efektif, dan efisien. 

Namun demikian, masih terdapat kendala 

berupa rendahnya literasi digital sebagian 

masyarakat, terutama kelompok usia lanjut, 

serta kualitas jaringan internet yang belum 

stabil. Kondisi tersebut menyebabkan 

masyarakat tertentu masih memerlukan 

pendampingan dalam menggunakan aplikasi. 

Berdasarkan analisis Edward III (1980), aspek 

sumber daya telah mendukung implementasi 

aplikasi LARISA, meskipun masih diperlukan 

peningkatan literasi digital masyarakat dan 

penguatan infrastruktur teknologi informasi. 

Temuan ini sejalan dengan penelitian Sari 

(2021) yang menyatakan bahwa keberhasilan 

pelayanan publik berbasis digital dipengaruhi 

oleh kompetensi sumber daya manusia dan 

ketersediaan sarana teknologi informasi. 

Selanjutnya, keberhasilan implementasi juga 

ditentukan oleh komitmen aparatur dalam 

melaksanakan kebijakan, sehingga 

pembahasan berikutnya difokuskan pada aspek 

disposisi. 

3.3 Implementasi Aplikasi LARISA Ditinjau 

dari Aspek Disposisi 

Disposisi merupakan sikap, komitmen, dan 

tanggung jawab pelaksana dalam menjalankan 

kebijakan. Menurut Edward III (1980), 

keberhasilan implementasi tidak hanya 

ditentukan oleh komunikasi dan sumber daya, 

tetapi juga oleh komitmen pelaksana dalam 

melaksanakan kebijakan secara konsisten. 

Berdasarkan hasil penelitian, aparatur 

Pemerintah Desa Cengkuang menunjukkan 

komitmen yang baik dalam 

mengimplementasikan aplikasi LARISA. 

Aparatur memberikan pelayanan melalui 

aplikasi sekaligus tetap melayani masyarakat 

secara langsung bagi pengguna yang 

mengalami kesulitan. Selain itu, aparatur 

bersikap responsif dengan memberikan 

pendampingan kepada masyarakat agar 

pelayanan tetap berjalan optimal. 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa 

aparatur menyadari penerapan aplikasi 

LARISA merupakan upaya meningkatkan 

kualitas pelayanan publik. Komitmen tersebut 

tercermin dalam pelayanan yang cepat, ramah, 

dan sesuai prosedur sehingga memperoleh 

respons positif dari masyarakat. Meskipun 

demikian, keterbatasan literasi digital sebagian 

masyarakat masih menjadi tantangan yang 

mengharuskan aparatur memberikan 

pendampingan secara berkelanjutan. 

Berdasarkan analisis Edward III (1980), aspek 

disposisi telah mendukung keberhasilan 

implementasi aplikasi LARISA karena 

aparatur memiliki komitmen dan orientasi 

pelayanan yang baik. Temuan ini sejalan 

dengan penelitian Fadilah (2022) yang 

menyatakan bahwa komitmen aparatur 

menjadi faktor penting dalam meningkatkan 

kualitas pelayanan publik. 

Dengan demikian, disposisi aparatur 

memberikan kontribusi positif terhadap 

implementasi aplikasi LARISA. Selanjutnya, 

pembahasan diarahkan pada aspek struktur 
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birokrasi untuk mengetahui bagaimana 

pembagian tugas, koordinasi, dan prosedur 

kerja mendukung keberhasilan implementasi 

kebijakan. 

3.4 mplementasi Aplikasi LARISA Ditinjau 

dari Aspek Struktur Birokrasi 

Struktur birokrasi merupakan faktor yang 

memengaruhi keberhasilan implementasi 

kebijakan melalui pembagian tugas, 

koordinasi, dan prosedur kerja yang jelas. 

Menurut Edward III (1980), struktur birokrasi 

yang didukung oleh Standar Operasional 

Prosedur (SOP) dan koordinasi yang baik akan 

mempermudah pelaksanaan kebijakan secara 

efektif. 

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi 

aplikasi LARISA di Desa Cengkuang 

didukung oleh pembagian tugas yang jelas di 

antara aparatur desa. Setiap perangkat 

memiliki tanggung jawab sesuai dengan fungsi 

masing-masing, mulai dari penerimaan 

permohonan, verifikasi data, hingga 

penyelesaian pelayanan administrasi 

kependudukan. Koordinasi antaraparatur juga 

berjalan dengan baik sehingga pelayanan dapat 

diberikan secara cepat dan terarah. 

Meskipun demikian, evaluasi terhadap 

prosedur pelayanan dan penyesuaian terhadap 

perkembangan teknologi informasi masih 

diperlukan agar implementasi aplikasi 

LARISA semakin optimal. Penyempurnaan 

mekanisme pelayanan diharapkan mampu 

meningkatkan efektivitas pelayanan serta 

menjawab kebutuhan masyarakat yang terus 

berkembang. 

Berdasarkan analisis Edward III (1980), aspek 

struktur birokrasi telah mendukung 

implementasi aplikasi LARISA melalui 

pembagian tugas yang jelas dan koordinasi 

yang efektif. Temuan ini sejalan dengan 

penelitian Sari (2021) yang menyatakan bahwa 

struktur organisasi dan koordinasi yang baik 

merupakan faktor penting dalam keberhasilan 

inovasi pelayanan publik berbasis digital. 

Secara keseluruhan, keempat dimensi 

implementasi kebijakan menurut Edward III, 

yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan 

struktur birokrasi, saling mendukung dalam 

keberhasilan implementasi aplikasi LARISA. 

Meskipun masih terdapat beberapa kendala, 

inovasi pelayanan berbasis digital ini telah 

memberikan kontribusi positif terhadap 

peningkatan kualitas pelayanan administrasi 

kependudukan di Desa Cengkuang. 

3.5 Sintesis Hasil Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi 

aplikasi LARISA (Layanan Mandiri 

Masyarakat Desa) dalam pelayanan 

administrasi kependudukan di Desa 

Cengkuang telah berjalan dengan cukup baik. 

Keberhasilan implementasi tersebut tidak 

hanya dipengaruhi oleh satu faktor, tetapi 

merupakan hasil keterkaitan antara aspek 

komunikasi, sumber daya, disposisi, dan 

struktur birokrasi sebagaimana dikemukakan 

oleh Edward III (1980). Keempat aspek 

tersebut saling mendukung dalam 

mewujudkan pelayanan administrasi 

kependudukan yang lebih efektif, efisien, dan 

mudah diakses oleh masyarakat. 

Aspek komunikasi berperan dalam 

meningkatkan pemahaman masyarakat 

terhadap penggunaan aplikasi melalui kegiatan 

sosialisasi dan pendampingan. Selanjutnya, 

dukungan sumber daya berupa kompetensi 

aparatur serta tersedianya sarana dan prasarana 

memungkinkan pelayanan berbasis digital 

dapat dilaksanakan dengan baik. Dari sisi 

disposisi, komitmen dan responsivitas aparatur 

menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas 

pelayanan, terutama bagi masyarakat yang 

masih mengalami kesulitan dalam 

memanfaatkan teknologi. Sementara itu, 

struktur birokrasi yang didukung oleh 

pembagian tugas yang jelas dan koordinasi 

yang baik mampu menunjang kelancaran 

proses pelayanan administrasi kependudukan. 
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Meskipun demikian, penelitian masih 

menemukan beberapa kendala, antara lain 

keterbatasan literasi digital pada sebagian 

masyarakat dan kualitas jaringan internet yang 

belum stabil. Kondisi tersebut menunjukkan 

bahwa pengembangan pelayanan publik 

berbasis digital tidak hanya membutuhkan 

dukungan teknologi, tetapi juga peningkatan 

kapasitas masyarakat serta evaluasi 

berkelanjutan terhadap pelaksanaan kebijakan. 

Secara keseluruhan, implementasi aplikasi 

LARISA telah memberikan dampak positif 

terhadap peningkatan kualitas pelayanan 

administrasi kependudukan di Desa 

Cengkuang. Temuan penelitian ini 

memperkuat teori Edward III (1980) bahwa 

keberhasilan implementasi kebijakan 

dipengaruhi oleh sinergi antara komunikasi, 

sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. 

Oleh karena itu, penguatan pada keempat 

aspek tersebut menjadi faktor penting untuk 

menjaga keberlanjutan dan meningkatkan 

kualitas pelayanan publik berbasis digital di 

tingkat pemerintahan desa. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi 

aplikasi LARISA (Layanan Mandiri 

Masyarakat Desa) dalam pelayanan 

administrasi kependudukan di Desa 

Cengkuang, Kecamatan Palimanan, 

Kabupaten Cirebon telah berjalan dengan baik 

dan memberikan dampak positif terhadap 

peningkatan kualitas pelayanan publik. 

Analisis berdasarkan teori implementasi 

kebijakan George C. Edward III menunjukkan 

bahwa aspek komunikasi, sumber daya, 

disposisi, dan struktur birokrasi telah 

mendukung pelaksanaan aplikasi LARISA 

dalam memberikan pelayanan yang lebih 

cepat, mudah, efektif, dan efisien 

dibandingkan dengan sistem pelayanan 

manual. 

Aspek komunikasi telah mendukung 

implementasi melalui sosialisasi dan 

pendampingan kepada masyarakat, meskipun 

masih diperlukan peningkatan literasi digital 

bagi sebagian pengguna. Dari aspek sumber 

daya, kompetensi aparatur desa serta 

ketersediaan sarana pendukung telah 

menunjang pelaksanaan pelayanan berbasis 

digital, walaupun kualitas jaringan internet dan 

kemampuan penggunaan teknologi oleh 

sebagian masyarakat masih menjadi kendala. 

Aspek disposisi menunjukkan adanya 

komitmen dan responsivitas aparatur dalam 

memberikan pelayanan, sedangkan aspek 

struktur birokrasi memperlihatkan bahwa 

pembagian tugas, koordinasi, dan prosedur 

pelayanan telah berjalan dengan baik sehingga 

mendukung efektivitas implementasi aplikasi 

LARISA. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa 

keberhasilan implementasi aplikasi LARISA 

dipengaruhi oleh sinergi antara komunikasi 

yang efektif, sumber daya yang memadai, 

komitmen aparatur, dan struktur birokrasi yang 

jelas. Meskipun demikian, peningkatan 

sosialisasi, penguatan literasi digital 

masyarakat, serta perbaikan infrastruktur 

teknologi informasi perlu terus dilakukan agar 

pelayanan administrasi kependudukan 

berbasis digital dapat berjalan lebih optimal 

dan berkelanjutan. Temuan penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi masukan bagi 

Pemerintah Desa Cengkuang dalam 

mengembangkan inovasi pelayanan publik 

serta menjadi referensi bagi penelitian 

selanjutnya mengenai implementasi pelayanan 

publik berbasis digital di tingkat pemerintahan 

desa. 
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